BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ANAK DALAM

KANDUNGAN MENURUT KUH PERDATA

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan
yang Sah menurut KUH Perdata

Dari pemaparan pada Bab Il dapat diketahui bahatas anak dalam
kandungan pada dasarnya dapat dibedakan menjadtethrapok yakni anak
yang sah dan anak di luar kawin. Anak yang sahkunmanerima warisan
dalam KUH Perdata pada prinsipnya adalah anak d&andungan yang
memiliki legalitas sebagai anak yang sah. Legatgesebut meliputi legalitas
yang melekat secara otomatis akibat adanya perkawyang sah maupun
legalitas karena adanya proses pengakuan maupgegadran.

Untuk mempermudah dan memusatkan analisa ini, n@Ekses
analisa juga akan disandarkan pada kewarisan amékmdkandungan
berdasarkan status anak sebagai berikut:

Batasan anak dalam kandungan yang sah secara stometurut
KUH Perdata adalah anak yang ditumbuhkan dalamapanan yang sah
sebagaimana disebutkan pada Pasal Pasal 250 Kdidt&er

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkanpasgang
perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”

Dalam ketentuan pasal tersebut secara tidak laggserkandung

esensi keabsahan anak dengan adanya kalimat “meletper suami sebagai

! R. Subekti dan R. Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta:
Pradnya Paramita, 1999, him.62.
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bapaknya”. Hal ini dalam konteks hukum Islam sekdapat diterima. Namun
jika didasarkan pada penjelasan mengenai bataskawiean yang dianggap
sah dalam KUH Perdata, maka hal itu akan memuncutiaabedaan yang
berujung pada permasalahan.

Perkawinan yang dianggap sah dalam KUH Perdatakaitelengan
keabsahan anak dalam kandungan — adalah perkadamaberbagai bentuk
perkawinan. Berbagai bentuk perkawinan dalam KUHd&a dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum aperén di
Indonesia
Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalaiddog-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHasafHukum
Islam (KHI). Perkawinan yang didasarkan ketentuamgy termaktub
dalam dua hukum perundang-undangan tersebut dépsggap sebagai
perkawinan yang sah.
2. Perkawinan berdasarkan pada legalitas hukum pelaisaya
Maksudnya adalah perkawinan warga negara Indongsiay
dilaksanakan tidak di Indonesia melainkan di ne¢@radengan berdasar
pada ketentuan hukum perundang-undangan negagauer®alam hal ini
KUH Perdata menyatakan tetap dianggap sebagai \pieda yang sah.
Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks hukurkapéran yang
dapat menimbulkan pertentangan, perkawinan terdetaj dianggap sah

oleh KUH Perdata. Secara administrasi, perkawitwatidak perlu diulang
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kembali di Indonesia dan hanya cukup mendaftarkardiycatatan sipil.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Kehdd®a berikut ini:
“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, laaitara sesama
warga negara Indonesia, maupun antara warga négadoaesia
dengan warga negara lain, adalah sah apabila pedkawtu
dilangsungkan menurut cara yang biasa di negarapaem
berlangsungnya perkawinan itu, dan suami isterigyavarga

negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentaesebut
dalam bagian 1 Bab ini”

Dari klasifikasi perkawinan yang sah di atas, mashkiada ketentuan
mengenai perkawinan warga negara Indonesia yandinmualam KHI,
keberadaannya seakan-akan akan pudar manakalatechpkan dengan
ketentuan dalam Pasal 83 di atas. Adanya keterntuaebut (Pasal 83) akan
memberikan kesempatan adanya perkawinan-perkawaag kurang sesuai
dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mungkakskinakan oleh umat
Islam. Beberapa contoh seperti perkawinan antarat ugtam dengan non
Islam atau perkawinan poligami tanpa perizinan géeri terdahulu.

Dalam hukum Islam perkawinan antara umat Islam aemgpn Islam,
meskipun dianggap sah oleh hukum perundang-unddndanesia, tetap saja
dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Inghla, anak dalam
kandungan dari hasil perkawinan tersebut tidak dapawarisi harta dari
orang tuanya yang beragama Islam. Bagi yang tidakdgama Islam tidak
adanya hak untuk mewarisi disandarkan pada sakahssdab penghalang
adanya kewarisan adalah adanya perbedaan &gdaidni ditegaskan dalam

salah satu hadits Nabi Muhammad SAW berikut:

2 Mengenai faktor agama sebagai salah satu penghatarisan dapat dilihat dalam
Suhrawardi K. Lubis dan Komis Hukum Waris Islam (Lengkap dan PraktiSpkarta: Sinar
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(Sl olgy) Wbl SN Yy 3 dd &

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir daang kafir
tidak berhak mewarisi orang muslim” (H.R. Bukh#ri)

Selain karena adanya faktor agama yang dapat mablab
terhalangnya ahli waris menerima warisan. Terdégtbr yang yang lebih
vital dalam hal keabsahan anak dalam kandungan peadeawinan antar
agama (Islam dengan non Islam). Faktor tersebak tidin adalah hilangnya
legalitas anak dalam kandungan akibat dari tidaka akad dari pernikahan.

Hal ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad SAnkit ini:

:sﬁ\upéﬂj;:bfcr“ﬁsbju;.&s'-uﬁwupuéu.x} ’J:\.\Mub
(bl slgy) (A lal Wy 1B e o

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakpada kami
Yahya dari Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad bahwgaaelah
mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Aitak
dinasabkan pada orang yang seranjang tidur” (HRh&u).*

Hadits di atas menjelaskan bahwa anak dapat dikasgtada orang
yang meniduri ibunya. Maksud dari orang yang memidbunya adalah orang

yang mengawini ibu dari anak terseBut.

Grafika, 2004, him. 58-59; Abdurrauf Sormima (eBhlemik Reaktualisasi Ajaran Islarhim.
21-22. Sedangkan penjelasan mengenai keempat sefsaibut dapat dibaca dalam Sudarsono,
Pokok-Pokok Hukum Islgndakarta: Rineka Cipta, t.t., him. 298-300.

% Imam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahiim Mughaiyyarah al-Bukhari,
Shahih BukhariBeirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, him. 318

*Ibid., him. 320.

® Hal ini disandarkan pada asbabul wurud dari hatlistas yang menjelaskan tentang
hak bapak dari seorang anak yang bernama Zam’'atp ggerebutkan oleh ‘Utbah dan Sa'du.
Zam’ah pada hakekatnya adalah anak kandung dabalJtyang dijanjikan oleh ‘Ubah untuk
diberikan kepada Zam’ah. Oleh Rasulullah, hak Ztam’ah diberikan kepada ‘Utbah.
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Tidak adanya keabsahan anak dalam perkawinan agdala lain
dikarenakan tidak adanya legalitas dari perkawiaatar agama bagi umat
Islam. Allah telah menegaskan mengenai larangakap@&nan umat Islam
dengan umat non Islam dalam salah satu firman-N§a &)-Bagarah ayat 221

sebagai berikut:
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Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyisiebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mulehih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik imati dan
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (denganita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesunggubugak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dianarik hatimu.
mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajagukga dan
ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan-ayatNya
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya raenegngambil
pelajaran.

Namun tidak selamanya setiap perkawinan yang shhgasenmana

dimaksud dalam KUH Perdata dapat menyebabkan sdhkya anak dalam
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kandungan untuk menerima warisan menurut hukunmiskda perkawinan
yang sah menurut KUH Perdata yang tetap terjagalilag hak anak dalam
kandungan untuk menerima warisan menurut hukummls|Rerkawinan
tersebut adalah perkawinan yang dilakukan berdasaketentuan dalam
Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tegt®erkawinan.

Selain berkaitan dengan sebab sahnya anak, terpflm@aperbedaan
pandangan antara hukum Islam dengan KUH Perddtaittefengan bagian
warisan anak dalam kandungan yang sah. Hal inisditan pada perbedaan
pandangan terhadap hakekat perkawinan yang sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam pandangamhslam, tidak
semua anak dalam kandungan yang sah (dari perkawareg sah dan tidak
adanya proses pengakuan atau pengesahan secaksagrmenurut KUH
Perdata dapat menjadi ahli waris. Hal itu sejalangan tidak diterimanya
semua bentuk perkawinan yang sah menurut KUH Reddeh hukum Islam.

Selain berbeda dalam penerimaan terhadap bentukavpean,
kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut R@Hiata juga
berbeda dalam hal bagian yang diterima anak mehutuim Islam. Menurut
hukum Islam, anak laki-laki dan perempuan memthi&gian yang tidak bisa
disamakan. Hal ini berbeda dengan konsep bagiararigam anak dalam
kandungan yang sah menurut KUH Perdata yang merkdamaan dengan
anggota keluarga sedarah yang lainnya yakni sagiaiaBagian tersebut

tidak dapat berkurang namun dapat hilang. Hilandgmggian tersebut selain
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karena terhalangnya ahli waris oleh sebab-sebadngjdjuga dapat hilang
apabila terhalang oleh golongan yang berada dngdias

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kokeegrisan anak
dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata t#dkruhnya dapat
diterima oleh hukum Islam. Tidak dapat diterimany@uruh ketentuan
tersebut didasarkan pada tinjauan hukum Islam degha@erkawinan yang sah
menurut KUH Perdata yang berimplikasi pada pemlimagiarisan bagi anak
dalam kandungan yang sah menurut KUH Perdata.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan

yang Diakui Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, sebagaimana disebutkan dalamnn yarkg ditulis
oleh Abdul Manan, status anak dapat diklasifikasikaenjadi tiga jenis,
yakni®
1. Anak yang sah, yakni anak yang dilahirkan daridakaperkawinan yang

sah

2. Anak yang diakui, yakni pengakuan terhadap andkadikawin
3. Anak yang disahkan, yakni pengakuan anak yangidigindi luar kawin.

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka dapatodibokkan
dalam dua jenis, yakni anak yang sah dan anak giakgi. Sebab status anak
yang disahkan hanya berlaku bagi anak yang telahidian.

Pada bagian ini hanya akan dibahas mengenai masaal

berhubungan dengan kewarisan bagi status anak yhakui. Sebab

5 Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonedikarta: Kencana,
2008, him. 77.
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pembahasan mengenai anak yang sah (a) secara istonesigikuti hukum
dari pembahasan mengenai status perkawinan yang sah

Menurut KUH Perdata, dalam konteks anak dalam kagalo,
pengakuan anak dapat dilakukan terhadap anak daadungan luar kawin.
Maksudnya adalah anak dalam kandungan yang kelzemagia tidak
didahului dengan suatu perkawinan yang sah meKiutt Perdata.

Adanya proses legalitas tersebut, maka segalatsegamag berkaitan
dengan ketentuan anak yang berpeluang tidak sahdeq@at menjadi serupa
sah akibat adanya pengakuan. Dengan demikian,datain kandungan yang
awalnya berstatus di luar kawin akan mendapat iteagalintuk memperoleh
bagian warisan.

Anak luar kawin dalam praktek hukum perdata terbagnhjadi dua
jenis, yakni akan zina dan anak luar nikah. Anakazadalah anak yang
dikandung atau dilahirkan dari hasil hubungan sakgang dilakukan oleh
laki-laki dan perempuan yang mana salah satu atdudnya sudah terikat
dengan suatu perkawinan lainnya. Sedangkan anaknlkah adalah anak
yang dikandung atau dilahirkan dari hasil hubungeksual antara laki-laki
dan perempuan di mana keduanya belum terikat peskawinan.

Pengakuan terhadap kedua jenis anak luar kawitasgliiteerbeda antara
satu dengan yang lainnya. Dalam konteks anak peagakuan anak dapat
langsung dilakukan oleh orang tua biologis tanpangd suatu perkawinan,

sedangkan dalam anak luar kawin, pengakuan terbabus dilakukan setelah
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adanya perkawinah.Meski mendapat pengakuan, kedudukan anak dalam
kandungan yang diakui dalam KUH Perdata tidak sderaan kedudukan
anak yang sah dalam hal warisan. Dalam hal kewarigaak yang diakui
hanya mendapatkan sepertiga dari anak yang diarsgdap

Dengan demikian secara tidak langsung, menurut ligerada dua
macam pengakuan yang terdapat dalam proses pemgaka& pada KUH
Perdata, yakni pengakuan secara otomatis dan pemgafang dipaksakan.
Pengakuan otomatis berlaku bagi anak zina sedangkmgakuan yang
dipaksakan berlaku bagi anak luar nikah.

Dalam konteks hukum Islam juga dikenal istilah pEamn kepada
anak. Pengakuan kepada anak tersebut dapat dikeksamp ke dalam dua
jenis pengakuan, yakni pengakuan yang disertai atengerkawinan dan
pengakuan yang tidak disertai dengan perkawinan.

Pengakuan yang harus disertai dengan perkawinaamdaslam
berlaku bagi orang yang hamil di luar nikah. Daldmal ini, Islam
mengharuskan perkawinan antara orang yang hamigaglerorang yang
menghamilinya. Hal ini disandarkan pada ketentuangytelah ditetapkan

oleh Allah dalam Q.S. an-Nur ayat 3:
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Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkarrggepuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempamag berzina

" Ibid., him. 81.
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tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berairatau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas guamang yang

mukmin.

Firman di atas juga dijelaskan lebih lanjut dalaokudm Islam di
Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Is(&fl) pada Pasal 53
yang menerangkan tentang kebolehan wanita hamikufihikahkan dengan
orang yang menghamilinya tanpa harus diadakan jemggn nikah pada saat
anaknya dilahirkan. Apabila perkawinan tersebukilikan, maka secara tidak
langsung telah ada pengakuan secara otomatis égrtk@dbsahan anak dalam
kandungan.

Sedangkan pengakuan yang dilakukan tanpa harustadiseengan
perkawinan dibagi menjadi tiga jenis pengakuartuyai
1. Pengakuan untuk diri sendiri

Pengakuan untuk diri sendiri dilakukan oleh seseprikepada
orang lain yang menurutnya adalah anaknya. Dalamgg@ian jenis ini
menurut Abdullah Ali Husein, sebagaimana dikutipholAbdul Manan,
harus memenuhi lima (5) syarat, yakni:

a. Pengakuan tersebut harus dilakukan oleh seoraag pri

b. Mukallaf

c. Anak yang akan diakui adalah anak yang tidak diketaasabnya
d. Pengakuan tersebut tidak disangkal oleh akal sehat

e. Pengakuan tersebut diakui oleh anak yang diakumgaakala anak

tersebut dewasa

8 Ibid., him. 91.
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Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akamyebabkan
timbulnya garis nasab antara anak yang diakui dengang yang
mengakuinya sebagai anak. Kedudukan anak yang tiddkini tersebut
sama dengan kedudukan anak kandung.

2. Pengakuan anak terhadap orang lain

Pengakuan ini disebut juga dengan pengakuan tidagsung.
Dalam pengakuan ini, anak seorang fulan mengalangotain sebagai
saudara kandungnya sehingga akan menimbulkan amggajpng yang
dianggap tersebut juga anak si fulan. Jadi pengekessebut tidak
dilakukan atau berdasarkan pengakuan orang tua penkedudukan
sebagai ayah melainkan bersumber dari anak dargduea tersebut.

Untuk dapat melakukan pengakuan anak terhadap taemdnarus
memenuhi syarat-syarat sebagai berkut:

a. Orang yang akan dinasabkan harus benar-benar rkiegalis nasab
dengan orang yang akan mengakuinya

b. Ada saksi-saksi yang membenarkan hubungan nasaebtgr
Keberadaan saksi ini diperlukan manakala orang ydihgbungkan
nasabnya tidak membenarkan hal tersebut.

Dalam pengakuan ini apabila tidak terbukti tidakragh nasab atau
nasab orang yang akan diakui ternyata tertuju kepaang lain, maka hal
itu tidak dapat menjadikan sahnya pengakuan. Ngikarsyarat tersebut

terpenuhi, maka pengakuan tersebut akan sah dannadsajadikan orang

® Ahmad Husni,Ahkam Syar’iyah fi Ahwalisy Syahsiyyah Ala Mazdhitiam Abu
Hanifah Kairo: Daar al-Qutb, 1960, him. 56.
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yang menjadi obyek memiliki hubungan nasab dengeang yang
mengakuinya.
3. Pengakuan anak terhadap anak temuan

Pengakuan terhadap anak temuan merupakan pengekhadap
anak yang ditemukan oleh seseorang tanpa adanyandm nasab
ataupun karena faktor orang lain. Dalam hukum Islampabila anak
ditemukan di dalam negeri Islam, maka secara oisrantk tersebut akan
menjadi muslim. Apabila orang yang menemukannyaktignemiliki
kemampuan ekonomi untuk menafkahinya, maka dapahtiikan kepada
Baitul Maal wa Tamwil untuk membiayai kehidupan lar@rsebut®
Menurut Sayyid Sabig, anak temuan yang akan dialanuslah belum
baligh dan ditemukan karena tersesat di jalan sk mengetahui
keberadaan orang tuan¥a.

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitlengan
pengakuan terhadap anak temuan, maka anak teraghot memiliki
nasab dengan ayah yang mengakuinya dan berkedutayjanya anak
kandung. Menurut jumhur ulama, hal ini berlaku bagiuruh anak
temuan, baik yang disinyalir sebagai anak hasi miraupun bukatf

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahuiddalam Islam pun
pengakuan terhadap anak akan memunculkan adanyadarb nasab antara
anak yang diakui dengan pihak yang mengakuinyairtiaiemiliki kesamaan

dengan KUH Perdata yang juga memperbolehkan adzetnygakuan terhadap

19 Abdul Mananpp. cit, him. 95.
M sayyid SabigFigh Sunnahterj. M. Thalib, Surabaya: al-Ma’arif, 1994, hi&2.
12 Abdul Mananpp. cit, him. 96.
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anak luar kawin. Meski demikian, di balik kesamaagara umum tersebut,
terkandung perbedaan antara hukum Islam dengan REidata mengenai
pengangkatan anak.

Perbedaan tersebut terletak pada subyek yang nkelakpengakuan
dan obyek pengakuan. Dalam KUH Perdata, obyek pemagaadalah orang
yang ditengarai memiliki hubungan darah dengangyamg akan melakukan
pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islangagean tidak harus
dilakukan terhadap orang yang dianggap memilikiumgian darah atau nasab
semata namun juga berlaku bagi orang yang diantdak memiliki nasab
seperti pengakuan terhadap anak temuan.

Selain berbeda dalam subyek dan obyek pengakudredasan antara
hukum Islam dan KUH Perdata juga berlaku dalam édanpengakuan anak
dalam kandungan. Esensi perbedaan pandangan dalapengakuan anak
dalam kandungan menurut penulis terpusat pada agarmpedaan pandangan
mengenai zina.

KUH Perdata — sebagaimana telah dipaparkan di-atagmberikan
pengertian yang berbeda antara anak dalam kandimagérzina dengan anak
dalam kandungan luar nikah, meski keduanya termdatdm kategori anak
luar kawin. Hakekat perbedaan yang diberikan oléHKPerdata mengenai
anak dalam kandungan hasil zina dan anak dalamukgad di luar nikah
terletak pada status orang yang melakukan hubursgami isteri yang
mengakibatkan kehamilan. Implikasi dari perbedaasebut adalah adanya

perlakuan hukum yang berbeda kepada anak yangaededm kandungan.
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Bagi anak dalam kandungan hasil zina, mereka seo#wmatis akan
mendapatkan hak atas garis keturunan ayah (oramgmeniduri ibu mereka
hingga hamil). Sedangkan bagi anak dalam kandudgrar nikah, mereka
hanya akan mendapatkan hak atas keturunan ayatkaner@nakala terjadi
pengakuan. Apabila tidak ada pengakuan dari pilyak,amaka anak dalam
kandungan tersebut tidak dapat memiliki hak atéigsrigan ayahnya.

Dalam hukum Islam, penyebutan kedua klasifikaskananurut KUH
Perdata — anak dalam kandungan hasil zina dandailai kandungan di luar
nikah — adalah sama, yakni anak dalam kandungah Zwas. Hakekat zina
dalam Islam secara umum adalah perbuatan hubungami Ssteri yang
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidalkiat dalam perkawinan
yang sah menurut Islam. Jadi dalam konteks hukuam|sanak dalam
kandungan hasil zina maupun di luar nikah masuada&ategori anak dalam
kandungan hasil zina.

Selain dalam lingkup pengertian dan batasan pebuasensi zina
terkait dengan anak dalam kandungan dalam hukuamIgiga mencakup
legalitas usia kandungan. Dalam hukum Islam, lemlisia dalam kandungan
menjadi ukuran anak dalam kandungan memiliki ste¢imgai anak hasil zina
atau bukan. Jumhur ulama bersepakat bahwasanyaruKegalitas usia
kandungan yang sah adalah minimal enam bulan bededdan kandungan dari
hari perkawinan sebelum dilahirkan. Pendapat isamidarkan pada dua
firman Allah yakni Q.S. al-Ahgaf ayat 15 dan Q.%igman ayat 14 berikut

ini:
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Q.S. al-Ahgaf ayat 15
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“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbu&t kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya denga fag/ah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). mengangangampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga kpata Telah
dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun iaodnertYa

Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat kag yang
Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapd&k supaya
Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau iridiexilah

kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepaala cucuku.
Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Spgung Aku

termasuk orang-orang yang berserah diri".

Q.S. Lugman ayat 14:
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Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat Heekpda dua
orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnyanddeadaan
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lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya délanmahuf?

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibuktrapaHanya

kepada-Kulah kembalimu.

Oleh jumhur ulama, selisih dari waktu masa kehamilan menyusui
yang terkandung dalam dua ayat di atas dijadikamsha minimal usia janin
yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan dapatbkan kepada
ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan damwerdn. Selisih masa
kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersettated enam bulaff.

Jadi, dalam hukum Islam, ukuran zina tidak hanyzatdiketahui dari
adanya pengakuan namun juga dapat diukur dari kesidungan. Hal ini
sebenarnya juga dibuat acuan oleh KUH Perdata mangeabsahan anak
dalam kandungan sebagaimana disebutkan dalamZsa&bagai berikd?:

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebeluinybhag ke
seratus delapan puluh dalam perkawinan suami ,ist&pat
diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran iniakidboleh
dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
le. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetalkan
mengandungnya isteri.
2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahidibuat dan akta itu
pun telah ditandatanganunya atau, memuat pernyataganya,
bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Dari pasal di atas, peluang status zina akan daifstg manakala

pihak suami tidak melakukan pengingkaran. Hal iibleda dengan konsep

hukum Islam yang tetap menganggap anak dalam kgadusebagai anak

'3 Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialédlate anak berumur dua tahun.

4 Namun ada ulama yang berpendapat berbeda menbetssan usia kandungan
minimal anak dalam kandungan yang dapat diangdage@erti pendapatnya Imam Abu Hanifah
yang memberikan batasan usia minimal kandungan sahgdalah Sembilan bulan. Lihat dalam
Sayyid Sabigop. cit, him. 450.

*Ibid., him. 62-63.
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hasil zina manakala usia anak dalam kandungan gwtan enam bulan masa
kelahiran yang dihitung dari waktu pelaksanaan genkan.

Di sisi lain, anak dalam kandungan luar nikah dakioH Perdata,
dalam konteks hukum Islam, masih berpeluang menstétus sebagai anak
sah dengan adanya perkawinan antara kedua oramgatsabelum batas usia
kandungan yang telah ditentukan. Pengakuan ini gutengan adanya
perkawinan dan tidak perlu dicatatkan dalam aktekgweinan mengenai
pengakuan terhadap anak dalam kandungan di luain.nik

Adanya perbedaan pandangan tersebut akan mengtmasitkmpak
yang berbeda pula. Dalam konteks hukum Islam, daékm kandungan hasil
zina menurut KUH Perdata tidak dapat langsung nm@@aemasab dari
ayahnya tanpa adanya pemenuhan syarat, yakni imeleha perkawinan.
Apabila tidak didahului dengan adanya perkawinaakamhal itu akan tetap
menjadikan status anak dalam kandungan hasil #bagai anak zina yang
tidak memiliki keabsahan untuk menerima warisani gesab ayahnya.
Perbedaan lainnya adalah terkait dengan pengingkardadap anak dalam
kandungan hasil zina. Dalam KUH Perdata, anak d&Emlungan hasil zina,
apabila terjadi pengingkaran maka anak dalam kagaturtersebut akan
terputus hubungan perdata dengan ayah dan iburglaniHberbeda dengan
hukum Islam.dan hanya berhak atas warisan daribndsanya. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits Maibiammad SAW

berikut ini:
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“Dari Umar r.a bahwa seorang laki-laki telah meli'sterinya pada

masa Nabi SAW dan menafikan anak isterinya tersehaka Nabi

SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemuksab rmnak

kepada ibunya”. (H.R. al-Bukhatf)

Perbedaan lainnya antara KUH Perdata dengan huslam mengenai
anak dalam kandungan yang diakui adalah dalamtdtalssdan kedudukannya
sebagai anak. Status dan kedudukan anak dalam r@gendwdari hasil zina
maupun luar nikah dalam KUH Perdata setelah adgeragakuan tidak
menjadikan anak dalam kandungan memiliki status ldadudukan sebagai
anak kandung. Status mereka adalah anak sah yakg dian kedudukannya
— dalam konteks kewarisan — berada di bawah ana#tukey. Implikasinya
adalah adanya perbedaan penerimaan warisan bdgdalzan kandungan di
luar kawin dengan anak kandung dalam kandungark Aalam kandungan di
luar kawin dalam KUH Perdata hanya akan meneringgabavarisan dengan
bagian terbesar sebanyak 1/3 dari bagian anak kgntklam kandungan. Hal
ini disandarkan pada kemungkinan terbesar perolemamsan bagi anak
dalam kandungan manakala hanya dia dan ibunyapangadi ahli waris dari
keluarga sedarah atau berada pada golongan pe$aa@ngkan apabila anak
dalam kandungan tersebut berada dalam golonganakethu ketiga dan

sebelumnya telah ada ahli waris yang berada padagpn yang di atasnya,

maka anak dalam kandungan tersebut tidak mendapatda waris mereka.

% |mam Ibn Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahinin Mughaiyyarah al-
Bukhari,op. cit, him. 319.
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Hal ini berlaku bagi setiap anak dalam kandungamgyberasal dari luar
kawin, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks hukum Islam tidaklah demikian. Analalach
kandungan di luar nikah apabila telah dilakukank@ernan antara kedua
orang tuanya (diakui) secara otomatis akan menkiapatstatus dan
kedudukan sebagai anak kandung. Hal ini akan migajadanak dalam
kandungan memiliki hak waris yang sama dengan &aaidung. Namun
demikian, dalam hukum Islam, anak dalam kandungaga jmemiliki
perbedaan kesempatan dalam memperoleh warisan.ildpakreka tidak
terhalang untuk mendapatkan warisan, maka mereka aRkendapatkan
bagian warisan. Meski begitu, dalam hukum Islamajugrdapat bagian
terbesar dan terkecil bagi masing-masing ahli w8agian terbesar bagi anak
laki-laki adalah ashobah dan bagian terbesar aek @erempuan adalah %4,
sedangkan bagian terkecil warisan dari anak-anakaldidak memperoleh
warisan manakala mereka terhalang.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keammranak dalam
kandungan yang diakui menurut KUH Perdata memipkrsamaan dan
perbedaan. Persamaan tersebut berdasar pada ddssayaaan pandangan
dalam hal peluang anak dalam kandungan yang diakuuk tidak
memperoleh bagian warisan.

Sedangkan perbedaan antara KUH Perdata dan hukamigsengenai
kewarisan anak dalam kandungan yang diakui (berdatadi luar kawin)

meliputi aspek implikasi pengingkaran anak terhadagab serta status dan
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kedudukan anak pasca mendapat pengakuan yang Ipaxkkigmada bagian
warisan yang akan diterima. Perbedaan tersebut gadarnya bersumber
pada perbedaan pandangan mengenai vitalitas pedawdan esensi zina

antara hukum Islam dan KUH Perdata.



